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ABSTRAK

KINERJA KEUANGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DAERAH

Oleh:
Wiwin Larasiwa

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dan membandingkan kinerja
keuangan Kabupaten Musi Banyuasin sebelum dan sesudah pemekaran daerah.
Penelitian ini mengambil lokasi di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Data
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2000-2005. Metode
penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif yaitu dengan
menggunakan analisis rasio keuangan dan uji beda Paired Sample T Test.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Musi
Banyuasin sebelum pemekaran (2000-2002) lebih baik dibandingkan sesudah
pemekaran (2003-2005). Hal ini tercermin dari hampir seluruh hasil perhitungan
rasio keuangan sebelum pemekaran (2000-2002) lebih besar dibandingkan
sesudah pemekaran (2003-2005). Berdasarkan hasil uji beda rasio keuangan, maka
didapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja
keuangan Kabupaten Musi Banyuasin sebelum pemekaran (2000-2002) dengan
kinerja keuangan Kabupaten Musi Banyuasin sesudah pemekaran (2003-2005).

Kata kunci: Pengukuran Kinerja Keuangan, Analisis Rasio Keuangan, Uji
Beda Paired Sample T Test.




ABSTRACT

KINERJA KEUANGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DAERAH

Oleh:
Wiwin Larasiwa; Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak.;
Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak.

The aim of this research was to assess and compare the financial
performance of Musi Banyuasin Regency before and after the region expansion.
The research took place in Government of Musi Banyuasin Regency. The data
used in this study was The Revenue and Expenditure Budget Realization in the
fiscal year period 2000 to 2005. The method used was comparative descriptive by
using the analysis of the financial ratios and different test Paired Sample T Test.

The results of this research showed that the financial performance of Musi
Banyuasin Regency before expansion (since 2000 to 2002) was better than after
expansion (since 2003 to 2005). It was proved that most of the results of the
calculation of the financial ratios before expansion (since 2000 to 2002) were greater
than after expansion (since 2003 to 2005). Based on the financial ratios of different
test results, it showed that there was not significant difference between the
Jfinancial performance Musi Banyuasin Regency before expansion (since 2000 to

2002) with financial performance Musi Banyuasin after expansion (since 2003 to
2005).

Keywords: The Measurement of Financial Performance, The Financial Ratio
Analysis, Different Test Paired Sample T Test.
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BAB1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali mengalami perubahan menjadi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian
dikenal sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang-Undang ini
memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya
sendiri sehingga mengakibatkan terjadinya pelimpahan kewenangan yang semakin
luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan
efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah
perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Pada dasarnya sumber-
sumber pemerimaan di antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam.
Misalnya saja, ada daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu
menyelenggarakan otonomi daerah. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan ada
beberapa daerah lainnya yang menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan
tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan Sumber Daya Manusia yang
dimilikinya.

Salah satu dampak yang muncul pasca dikeluarkannya Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 di atas adalah terjadinya pemekaran daerah. Berdasarkan



pasal 4 ayat (3) dan (4) Undang-Undang di atas menjelaskan tentang pemekaran
daerah bahwa suatu provinsi atau kabupaten/kota dapat dimekarkan menjadi dua
daerah atau lebih. Dengan demikian maka terbentuklah daerah-daerah baru
sebagai akibat dari terjadinya pemekaran daerah.

Tujuan pemekaran diharapkan mampu mempersingkat rentang kendali antara
pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum
terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan
untuk memperbaiki pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah
yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibukota pemerintahan
daerah saja. Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang
masih belum berkembang sehingga dapat mempercepat pembangunan daerah-
daerah belum berkembang tersebut.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu daerah yang mengalami
pemekaran pada tanggal 10 April 2002 sesuai dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di
Provinsi Sumatera Selatan. Ini berarti secara resmi Kabupaten Musi Banyuasin
terpecah menjadi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin sebagai
Kabupaten Induk dan Kabupaten Banyuasin sebagai Daerah Otonom Baru.

Terbentuknya daerah baru pasca pemekaran daerah secara tidak langsung
berpengaruh terhadap perekonomian dan sumber-sumber pendapatan bagi daerah
induknya. Daerah yang baru terbentuk akan menerima sebagian aset dari wilayah

induknya untuk menjalankan roda pemerintahan, sebagaimana diatur dalam



Keputusan Menteri Dalam Negeri No.42 Tahun 2001 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru
Dibentuk. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa : “Barang milik daerah atau
yang dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota
induk yang lokasinya berada dalam wilayah daerah yang baru dibentuk, wajib
diserahkan dan menjadi milik daerah yang beru dibentuk™. Akibat penyerahan aset
sebagaimana dijelaskan dalam Kepmendagri di atas menyebabkan berkurangnya
aset dan sumber-sumber pendapatan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Salah
satunya adalah berkurangnya penerimaan PAD yang akan mempengaruhi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tersebut dan pada akhirnya
berpengaruh juga terhadap kinerja keuangan Kabupaten yang bersangkutan.

Dampak yang dirasakan Kabupaten Musi Banyuasin pasca pemekaran salah
satunya dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dapat
dilihat pada tabel 1.1. berikut ini.

Tabel 1.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

1999-2005
e Pendapatan Asli Daerah Peningkatan/Penurunan
(Rp) (Rp)

1999- 4.523.496.000,00 -

2000 4.875.245.000,00 351.749.000,00
2001 8.826.895.811,45 3.951.650.811,45
2002 27.911.184.944 21 19.084.289.132,76
2003 22.866.811.046,54 (5.044.373.897,67)
2004 9.491.120.479,42 (13.375.690.567,12)
2005 13.514.721.724,21 4.023.601.244,79

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2014




Dari tabel di atas dapat diketahui pada beberapa tahun sebelum pemekaran
(tahun 1999 sampai dengan tahun 2002) penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) semakin meningkat, yaitu pada tahun 2000 terjadi peningkatan sebesar
Rp351.749.000,00 dibandingkan PAD tahun 1999. Pada tahun 2001 terjadi
peningkatan sebesar Rp3.951.650.811,45 dibanding PAD tahun 2000 dan pada
tahun 2002 terjadi peningkatan drastis sebesar Rp19.084.289.132,76
dibandingkan dengan PAD tahun 2001. Sementara itu, pada beberapa tahun
setelah pemekaran (di atas tahun 2002) terjadi penurunan penerimaan Pendapatan
Asli Daerah, yaitu pada tahun 2003 terjadi penurunan sebesar Rp5.044.373.897,67
dibandingkan PAD tahun sebelumnya dan pada tahun 2004 juga terjadi penurunan
drastis PAD sebesar Rp13.375.690.567,12. Pada tahun 2005 mulai terjadi
peningkatan PAD sebesar Rp4.023.601.244,79. Hal ini dikarenakan kekayaan-
kekayaan daerah yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah telah
diserahkan sebagian kepada Kabupaten baru hasil pemekaran yang menyebabkan
PAD kabupaten induk turun terutama di sektor pajak dan retribusi daerah. Dan
pada waktu itu Kabupaten Musi Banyuasin belum mampu mendayagunakan
kekayaan-kekayaan daerahnya secara optimal.

Merujuk kepada uraian di atas maka menjadi penting bagi pemerintah daerah
untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan
daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien,
dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipatif, transparansi,
akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta

kemandirian suatu daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang Kkinerja



keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan
keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Penggunaan analisis rasio keuangan secara luas telah digunakan oleh private
sector, sedangkan pada lembaga publik penggunaannya masih terbatas. Padahal
dari hasil analisis dapat diketahui tingkat kinerja pemerintah daerah dan
diharapkan dapat dijadikan suatu acuan untuk meningkatkan kinerjanya dari tahun
ke tahun.

Pengukuran kinerja keuangan daerah sangat penting untuk menilai
transparansi dan akuntabilitas/pertanggungjawaban laporan realisasi anggaran
pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu
alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan
daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD
(Halim & Kusufi, 2012).

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil
yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya
sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat
pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan pemerintah daerah
tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi
daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah
daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Latar belakang masalah dalam studi akuntansi dan keuangan banyak
bersumber dari teoritis dengan melakukan review terhadap penelitian sebelumnya.

Pada penelitian sebelumnya Hidayat, Pratomo, & Harjito (2007) meneliti tentang




Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara
menghasilkan kesimpulan bahwa dilihat dari sisi pertumbuhan penerimaan dan
pengeluaran anggaran, Kabupaten Mandailing Natal, Toba Samosir, Humbang
Hasundutan, dan Pakpak Barat secara rata-rata mengalami pertumbuhan
pengeluaran lebih besar dari pertumbuhan penerimaan. Sedangkan Kabupaten
Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kota Padang Sidimpuan mengalami
pertumbuhan pengeluaran yang lebih besar dari pengeluarannya. Dilihat dari
indikator kinerja PAD, kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara mengalami
pertumbuhan PAD yang positif tetapi masih relatif kecil peranannya dalam
struktur APBD. Dari peta kemampuan keuangan (metode kuadran)
mengindikasikan ketidaksiapan masing-masing kabupaten/kota pemekaran di
Sumatera Utara dan masih kurangnya kemandirian dalam berotonomi.

Selain itu, dalam penelitian Mariani (2013) tentang Analisis Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah (Studi Empiris pada
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1).
Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek desentralisasi
fiskal sesudah pemekaran daerah. 2). Terdapat perbedaan kinerja keuangan
pemerintah dalam aspek upaya fiskal sesudah pemekaran daerah. 3). Terdapat
perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek kemandirian pembiayaan
sesudah pemekaran daerah. 4). Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan

pemerintah dalam aspek efisiensi penggunaan anggaran sesudah pemekaran
daerah.




Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada analisis uji
beda kinerja keuangan yang dilakukan terhadap pendapatan dan belanja yang
terdapat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peneliti
menggunakan uji beda Paired Sample T-Test, sedangkan Mariani (2013)
menggunakan uji beda Independent Sample T-Test. Alasan peneliti menggunakan
uji beda Paired Sample T-Test karena sampel yang digunakan adalah sampel
berpasangan yaitu dengan membandingkan kinerja keuangan sebelum pemekaran
dengan kinerja keuangan sesudah pemekaran, sedangkan Mariani (2013)
menggunakan uji beda Independent Sample T-Test karena sampel yang ia
digunakan adalah bebas.

Berdasarkan informasi di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian
mengenai “Kinerja Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum dan

Sesudah Pemekaran Daerah”.

1.2. Perumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Musi Banyuasin sebelum pemekaran

dan sesudah pemekaran?

2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Kabupaten Musi Banyuasin

sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran?



1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengukur kinerja keuangan Kabupaten Musi Banyuasin sebelum
pemekaran dan sesudah pemekaran daerah.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Kabupaten

Musi Banyuasin sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi penulis, manfaat penelitian ini adalah untuk menyajikan bukti empiris
mengenai efektivitas atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Bagi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, hasil penelitian ini diharapkan
dapat dijadikan sebagai evaluasi dan acuan dalam meningkatkan kinerja
keuangan Kabupaten Musi Banyuasin di periode selanjutnya.

3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan pihak-pihak yang

berkecimpung dalam penelitian bidang akuntansi.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk mempermudah
pemecahan masalah dan agar pembahasan yang dilakukan lebih terarah maka

peneliti memfokuskan penelitian ini pada kinerja keuangan Kabupaten Musi



Banyuasin sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran dengan menggunakan

data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Musi Banyuasin

tahun 2000-2005.

1.5.2. Rancangan Penelitian

Jenis rancangan penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif
komparatif. Metode deskriptif menurut Nazir (2003) adalah metode dalam
meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem
pengertian, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini
dilakukan dalam rangka menilai dan membandingkan kinerja keuangan
Kabupaten Musi Banyuasin sebelum pemekaran (2000-2002) dan sesudah
pemekaran (2003-2005) sehingga dapat dikatakan penelitian ini merupakan suatu

studi komparatif.

1.5.3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder
adalah data yang didapat melalui media perantara atau yang telah diolah. Data
sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun, baik
yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan dalam hal ini berupa
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Musi Banyuasin tahun 2000-2005. Data yang diperlukan dalam penelitian ini

dapat diperoleh dari :



1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin

1.5.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data terdiri dari:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan dengan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari dan
mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat
kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:158). Data
dalam penelitian ini berasal dari laporan realisasi APBD daerah Kabupaten Musi
Banyuasin tahun 2000-2005.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian menggunakan pustaka sebagai sumber data dengan mengumpulkan dan
mempelajari literatur-literatur yang ada. Pengertian pustaka di sini adalah semua
hal yang tertuang tidak hanya berupa seseuatu yang tercetak dan tersimpan di

perpustakaan, tetapi juga yang berada di dunia maya (Syamsul, 2006:23).

1.5.5. Definisi Operasional Variabel
Untuk menghindari kesalahpahaman dan meluasnya permasalahan yang diangkat,

maka perlu adanya batasan-batasan pengertian operasional variabel sebagai

berikut:
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Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program
yang dicapai sesuai dengan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang
terukur (Ronald & sarmiyatiningsih, 2010).

Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi
dua daerah atau lebih

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam
membiayai sendiri kegiatan pemerintaban, pembangunan, dan pelayanan
kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber
keuangan yang diperlukan daerah (Halim & Kusufi, 2012).

Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan
input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah.

Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah memprioritaskan
alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal
(Halim & Kusufi, 2012).

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan

pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang
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telah dicapai dari suatu periode ke periode berikutnya untuk masing-masing

sumber pendapatan dan pengeluaran (Halim & Kusufi,2012).

1.5.6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu
dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2000-2005 dan juga
menggunakan uji beda untuk dua sampel yang berpasangan (Paired Sample T
Test).

a. Analisis Rasio Keuangan

Menghitung rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan
menggunakan rasio-rasio berikut.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

_ Pendapatan Asli Daerah
Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan pinjaman

x 100%

2. Rasio Efisiensi Pengguaan Anggaran

_ Total Realisasi Pengeluaran

x 100%

h Total Realisasi Penerimaan
3. Rasio Keserasian

3.1. Rasio Belanja Rutin terhadap APBD

_ Total Belanja Rutin
Total APBD

x 100%

3.2. Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD

_ Total Belanja Pembangunan
Total APBD

x 100%

12




4. Rasio Pertumbuhan

4.1. Rasio Pertumbuhan PAD

_ Realisasi penerimaan PAD Xn—-Xn-1
" Realisasi penerimaan PAD Xn-1

x 100%

4.2. Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan

__ Realisasi Penerimaan ¥ pendapatan Xn—Xn—1

- x 100%
Realisasi Penerimaan ¥ pendapatan Xn—1

4.3. Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin

_ Realisasi Belanja Rutin Xn—Xn-1
Realisasi Belanja Rutin Xn—-1

x 100%

4.4. Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

_ Realisasi Belanja Pembanguan Xn—Xn—1
Realisasi Belanja Pembangunan Xn—-1

x 100%

b. Analisis Uji Beda Kinerja Keuangan

Data penelitian ini sebelum dilakukan uji statistik terhadap hipotesis, terlebih
dahulu dilakukan analisis normalitas data yang bertujuan untuk menentukan
metode alat uji hasil penelitian. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui apakah
data penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas
menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Test. Bila hasil pengujian normalitas data
menghasilkan suatu penyebaran yang normal dari rasio-rasio keuangan maka
terhadap rasio tersebut digunakan uji beda Paired Sample T Test. Apabila hasil

pengujian normalitas data menghasilkan suatu penyebaran yang tidak normal

maka digunakan uji Wilcoxon Sign-Rank.

13




1.6. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyajikannya dalam lima bab, dimana tiap-
tiap bab akan disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan
antara satu bab dengan bab lainnya, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang mendorong dilakukannya
penelitian tersebut. Selain itu, di dalam bab ini juga dipaparkan perumusan
masalah, tujuan, manfaat, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
BABII TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan teori-teori yang
digunakan dalam penelitian ini seperti definisi pemekaran daerah, penganggaran
sektor publik, keuangan daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah, analisis
rasio keuangan daerah, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis
penelitian.

BABIII GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini diuraikan secara singkat mengenai gambaran umum Kabupaten
Musi Banyuasin dan gambaran umum dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

BABIV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis terhadap data yang telah diperoleh dari pelaksanaan
penelitian ini. Analisis yang dilakukan dalam bab ini mencakup analisis deskriptif

komparatif dan pengujian hipotesis serta pembahasan atas hasil analisis tersebut.
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BABYV PENUTUP
Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini, yang menguraikan
kesimpulan dari Bab IV serta saran-saran yang sekiranya bermanfaat bagi

penelitian mendatang.
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